
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 05 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang i a. bahwa datam rangta kelancaran pelaksanaart

tugas kedinasan di linglnrngan Pemerintahan

Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu

mengattrr Perjalanan Dinas Bagr Bupati dan

Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipll,

Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin ymg

memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan -

daerah yang menganut prinsip selektif,

ketersedian anggaran dan kesesuaian dengan

pencapaian kinerja, efesiensi dan efektifitas

penggunaan belanja daerah, akuntabilitas dan

transparan, kepatutan dan kewajaran serta

rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, dengan

memperhatikan aspek pertanggungiawaban

sesuai biaYa riil dan lumPsum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkart

Peraturan Bupati Tapin tentang Perjalanan

Dinas;

r



Mengrngat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah ['aut'

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong(IrmbaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6'

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244'

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tatrr'm 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tatnrn 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Irmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (krnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2lO,

Tambahan Lembarart

Indonesia Nomor aO28l;

Negara RePublik

4.

5.

rr
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-)-

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 63, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OtT

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7

tentangHakKeuangandanAdministratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

g.PeratrrranPemerintahNomor12Tatrun2ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2olg Nomor 42, Tattbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221

7.
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1O. Peraflrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Perahrran

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

Nomor 31O);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2009 tentang Tata Naskatr Dinas di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2olg tentang Tata Cara Perjalanan Dinas

Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian

DalamNegeridanPemerintatranDaera}r(Berita

Negara Republik Indonesia Tatrun 2019 Nornor

1133);

I 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5

Tahun2oostentangPembentukanorganisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (kmbaran Daerah I(abupaten Tapin

Tahun 2OO8 Nomor O5), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2015 tentang Perrrbalran Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5

Tahun 2OO8 tentang Pembenhrkan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

tl
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L4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1

TahunzolztentangPembentukanorganisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangat Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor O1);

15. Peratr:ran Daeratr l(abupaten Tapin Nomor 12

Tahun2ot2tentangPokok-PokokPengelolaart
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2OL2 Nomor 12);

1 6. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun2ol6tentangPembentukandanSusunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tatrun 2016 Nomor

O9), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 10

Tahun2olgtentarrgPerubahanAtasPeraturan

Daeratr Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tatrun 2OLg Nomor

10);

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin Tahun

2Ol7 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten TaPin Nomor O1);

r'l
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkarr:PERATURAI.IBUPATITENTANGPERJAI.ANAN
DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten TaPin'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

PemerintahanDaerahymgmemimpinpelaksanaanurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Dewan Perrrakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRDadalahlrmbagaPerwakilanRakyatDaerahyang
berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

4. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan hrgas pembantuan d.engan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud datarn undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1'945'

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggafaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah'

sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan

Kecamatan.

6. Bupati adalah BuPati TaPin'

7. Wakil Bupati adatah Wakil Bupati Tapin'

8. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegErlg Jabatan

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

g.AnggotaDPRDadalatrPejabatDaerahyangmemegangJabatan

AnggotaDPRDKabupatenTapinsesuaidenganketentuarr
peraturan Perundang-undangan' n(/
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10. Set<retaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Tapin'

11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara.

12. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2oL7 tentang Hak

KeuangandanAdministratifPimpinandanAnggotaDewan
Perwakilan Ralryat Daerah'

13. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

WargaNegaralndonesiayangmemenuhisyarattertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin'

14. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingiat PI'I adalatr

Pegawaiyangdiangkatsesuaidenganuntukjangkawakttr
tertentu guna melaksanakan ttrgas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam

kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai

PNS, termasuk tenaga kontrak, tenaga honor, dan tenaga kerja

sukarela-

15. Pihak Lain adalah orang atau sekelompok orang dari komponen

masyarakat atau instansi vertikal yang ikut terlibat dalam

kegiatanyangdilaksana]<anPerangkatDaera}r.

16. Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama adalah PNS yang menduduki

Jabatan Pimpinan Tinggr Pratama di lingftungan Pemerintah

KabuPaten TaPin.

L7. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan

Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

1g. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan

FungsionaldilingkunganPernerintahKabupatenTapin.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

melaksanakan tugas dan fungsi Peranglat Daerah

dipimpinnYa.

adalah

untuk
yang

rt
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20.

22.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan' dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pada Perang!<at Daerah'

pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjut disebut Pelaksana

SPD adalah Bupati dan wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota

DPRD, PNS/Calon PNS, PTf, dan Pihak Lain yang

melaksanakan Perjalanan dinas.

perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh

pelaksana sPD baik secara perorangan maupun secara

bersama-sarna dari tempat kedudukan ke tempat yang ditrrju

dan kembali ke tempat kedudukan yang semula'

23. Pedalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam

wilayatr KabuPaten TaPin.

24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan

selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke

Kabupate n I Kota.dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan'

25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan

selatan adalah Pedalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke

Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan

Selatan.

26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas dari

Kabupaten Tapin ke luar wilayah Negara Republik Indonesia

untuk kePentingan dinas.

2L.TempatTtrjuanadalahtempat/kotafaegarayangmenjadi
tujuan Perjalanan dinas.

28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor

Perangkat Daerah/unit kerja berada'

29. Surat Perintah T\rgas yang selanjutnya disingt<at dengan SPT

adatah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah unttrk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya'

2t.

(rt
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30. Surat perintah perjalanan Dinas yang selanjutnya dising!<at

SPPDadalahNaska}rDinasdariPejabatyangberorenangkepada

bawahan atau Pejabat tertentu' untuk melaksanakan perjalanan

dinas.

31. Detasering adalah penugasan sementara waktu'

32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran Yang sah'

33. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang ytrLg telah dihitung

terlebihdahulu(pre-cola,tlatedamounfldandibayarkart
sekaligus.

34. Uang Representasi adalah uang yang diberikan untuk

mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya'

35. Pengemudi/Sopir adatah PNS/PTT yang diberi tugas

mengemudikan kendaraan dinas roda empat untuk melayani

pejabattertentuyangditetapkanmelaluiSuratKeputusan
pejabat Yang berwenang'

36. Organisasi semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung

fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain Palang

Merah Indonesia (PMI), Komite olahraga Nasiond Indonesia

Daerah (KoMDA), Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI),fimPenggerakPemberdayaandanKesejahteraan
Keluarga(TimPenggerakPKK),DharmaWanita,Gabungan
Organisasi Wanita (GOW), dan Karang Taruna'

g7. organisasi Kemasyarakatan adatah organisasi yang hrmbuh dart

berkembang di masyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh

pejabat Yang berwenang'

38. Pengurus organisasi adalah Ketua, wakil Ketua, sekretaris dan

wakil sekretaris, Bendatrara dan wakil Bendahara, Kelompok

Kerja, seksi-seksi dan Anggota seksi-seksi sebuah organisasi

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang'

39. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten

Tapinyangmemilikikemampuanyangluarbiasadibidangnya
dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi'

/'r
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BAB II

RUANG LINGKUP, JENIS, PRINSIP

DAN BIAYA PERJAI,,ANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang LingkuP Perjalanan Dinas

Pasal 2

peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan

pertanggungiawaban Perjalanan Dinas bagr Pelaksana sPD yang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 3

(1)PerjalananDinassebagaimanadimaksuddalamPasal2'
meliPuti:

a. perjalanan dinas dalam daerah;

b. perjalanan dinas luar daerah, yaitu Perjatanan Dinas Luar

Daerah Dalam Provinsi Kalimantan selatan atau Perjalanan

Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan selatan;

dan/atau

c. perjalanan dinas luar negeri'

(2lPerjalananDinassebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa
danhurufb,meliputiperjalafiafi'dinasuntukkeperluan:

a.pelaksanaantugasdanfungsiyangmelekatpadaPelaksana
SPD;

b.konsultasi,koordinasi,pendampingan,rapatdanpertemuan

lainnya y{Lgdilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun

instansi diluar Pemerintah daerah;

c. pening!<atan kapasitas/wawasa1, kunjungan kerja,

pendidikandanpelatihan,bimbinganteknis,seminar,
simposium,lokakarya,worlsslwp,foansgroupdiscttssion'

sosialisasi, jambore, pelatihan, capacitg btild@' dan

kegiatan sejenis lainnnYa;

d. mengtradiri undangan kedinasan;

e. pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan; 
, /

/
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f.promosi/parneranpembangunanatauproduksidaerah;

g. mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan;

h.menghadiriHariUlangTahunKemerdekaanRepublik
Indonesia, Hari Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi

Kabupaten Tapin serta kegiatan lainnya yang bersifat

khusus.

i.ditugaskanuntukmenempuhujiandinas/ujian
jabatanlassesment jabatan atau kompetensi yang diadakart

di luar temPat kedudukan;

j. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di

luar temPat kedudukan;

k. detasering diluar tempat kerja kedudukan;

l. menghadap seorErng dokter penguji kesehatan yang ditunjuk

yangberadadiluartempatkedudukan,untukmendapatkan

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna

kepentingan jabatan;

m.mendapatkanpengobatandiluartempatkedudukan
berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri;

n.memperolehpengobatandiluartempatkedudukan'
berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat

cedera pada wakhr/karena melalnrkan ttrgas; dan/atau

o. menjemput/mengantar jenazah Pelaksana SPD yarug

meninggal dunia dalam melaksanakan tugas'

(3) Perjalanan dinas hrar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(U huruf c, meliputi pedalanan dinas luar negeri untuk

keperluan:

a.penjajakankerjasamaPemerintahDaerahdenganpihakluar
negeri;

b. tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak

luar negeri;

c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran

potensi dan budaYa daerah;

d. kunjungan Persahabatan;

e. pendidikan dan Pelatihan;
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f. sfirdi banding;

g. seminar;

h. lokakarya;

i. konferensi;

j. pertemuan internasional;

k. penandatangan naskah kerjasama; dan/atau

1. narasumber/ Pembicara'

Bagian Ketiga

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas y€rrrg berkaitan dengan penyelen ggaraLan pemerintahan

daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian

kinerja peranglat daerah;

c. efisiensi, efektifitas dan transparan dalam penggunaan belanja

daeratr;

d. kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan

nyata; dan

e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalalran dinas

dan pembebanan biaya perjalanan dinas'

Bagian KeemPat

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

a. uang harian;

b. uang representasi;

c. biaya transPortasi;

d. biaya sewa kendaraan;

e. biaya penginaPan; dan

f. biaya menjemput/mengantarkan jenazah'

/bh
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Pasal 6

(1)UangHariansebagaimanadimaksuddalamPasalshurufa'
terdiri dari uang makan, u€rng transportasi lokal, dan uang

saku.

(21 Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperhitungkansesuaidenganjumlahhariperjalanandinas
dikali besaran standar satuan lr]lasga uang harian perjalanan

d,inas, yang dibayarkan secara lumpsum'

Pasal 7

uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, ulakil-

wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon II) selama melakukan Perjalanan Dinas Luar

Daerah.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperhitungkan sesuai d,engan jumlah hari perjalanan dinas

dikali besaran standar satuan harga uang Representasi

pedalanan dinas, yang dibayarkan secara lumpsum'

Pasal 8

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurlf c,

adalah braya yang diberikan untuk keperluan transportasi

daratl atr /lautludara selama melaksanakan perjdanan dinas pergl

pulang beserta pengeluaran lain yang mengikutinya (biaya

tol/airport tax/retribusi yang dipungut di

terminal/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku) yang dibayarkan sesuai dengan

biaya riil (tidak termasuk biaya parkir)'

(21
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Pasal 9

Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

d, khusus disediakan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk

keperluan pelaksanaan tugas diternpat kota hrjuan dan sudah

termasuk biaya pengemudi, biaya tol, bahan bakar minyak dan

pajak, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk

biaya parkir).

Pasal 1O

Biaya Pengrnapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e,

merupakan biaya y{Lg diperlukan untuk menginap di hotel atau

ditempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil'

Pasal 11

Biaya menjemput/mengantar ienazah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f, selain diberikan uang harian, biaya transportasi, dan

biaya penginapan bagi penjemput/pengantar, juga disediakan braya

pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya ang!<utan jenazah yang

dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

Standar Satuan Harga Biaya Pedalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas dikbankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah melalui Dolnrmen Pelaksanaan Anggaran satuan

Kerja Perangtcat Daerah, dan Anggaran Oryanisasi Semi Pemerintah

atau Organisasi Kemasyarakatan yang dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'
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Pasal 14

(U Biaya ffialanan Dinas digotongian berdasarkan jabatan, yang

terdiri atas:

a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);

b. Pejabat Daerah (Pimpinan dan Anggota DPRD);

c. Pejabat Pimpinan Tinggt (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);

d. Pejabat Administrasi (Jabatan Administrator, Pengawas, dan

Pelaksana); dan

e- Pejabat Fungsional (Jabatan Fungsional Keahlian dan

KeteramPilan).

(21 Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT disamakan dengan biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

(3) Perjalanan Dinas PNS yang menjabat sebagai Pelaksana T\rgas

(Plt)padasebuahjabatanyanglebihtingsdafijabatan
definitifnya maka biaya Pedalanan Dinasnya dapat

noenggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan

PelaksanaT\rgas(PIt)yangdijabatnya,denganketentuan
hrjuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan Jabatan

Pelaksana T\rgas (Plt) yang diiabatnya'

Pasal 15

pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk

kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan

kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan Biaya Perjalanan

Dinas.

Pihak I.ain sebagailnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PNS diluar Pemerintah Daerah, yang meliputi: PNS dari

Pemerintah Provinsi/ instansi vertikal/ kementerian/ lembaga

/TNI / POLRI / Kejaksaan / Pengadilan;

b. Organisasi Semi Pernerintah dan Organisasi

Kemasyarakatan;

c. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli,

dan Anggota Veteran;

(1)

(21
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d. Kepala Desa dan Perang!<at Desa;

e. Kelompok Tani, MUrid Teladan, Aflet, seniman, Masyarakat

Perorang Berprestasi, siswa/Malrasiswa, dan masyarakat

lainnya.

(3) Biaya Perjatanan Dinas PNS diluar Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai

berikut:

a. Kepala Kejaksaarr Negeri, Ketua Pengadilan Negeri,

Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resort disamakan

dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Sekretaris Daerah;

b. Kepala Staf Kodim dan wakil Kepala Kepolisian Resort

disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatart

Administrator Eselon IIIa;

c. Kepala Kepolisian sektor (Kapolsek), Komandan Rayon

Militer (Danramil), dan Perwira Kepolisian/TNl disamakan

dengan Braya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon

IVa;

d. Anggota/ staf pada Kepolisian/TNl disamakan dengan biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

e. Pelaksana sPD selain yang disebutkan pada hurt,f a, huruf

b, hurLf c dan huruf d disamakan dengan biaya Perjalanan

Dinas sesuai tingkaan golongan yurgbersangkutan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas organisasi semi Pemerintah dan

organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b diatur sebagai berikut:

a. Tingkat Kabupaten untuk Ketua disamakan dengan Biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

sekretaris Daerah, wakil Ketua disarnakan dengan Biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa dan

Keanggotaan lainnya disamakan dengan Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

r{
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(s)

b. Tingiat Kecamatan untuk Ketua disamakan dengan Biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa, Wakil

Ketua disamakan dengan Biaya Pedalanan Dinas Jabatan

Pengawas Eselon IVa dan Keanggotaan lainnya disamakan

dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan

II.

Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,

Narasumber, Tenaga Ahli dan Anggota Veteran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Biaya Perjalanan Dinas

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf d disamakan dengan Biaya Pedalanan Dinas

Jabatan Pengawas Eselon [Va.

Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan, Aflet,

seniman, Masyarakat Perorang Berprestasi, Siswa/Mahasiswa,

dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

hurlf e disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pelaksana Golongan II-

Pasal 16

(1) Lamanya waktu perjatanan dinas datam/luar daerah maksimal

5 (tima) hari atau sesuai dengan teleks/radiogram/faksimile/

surat/ undangan / permohonan / telaahan staf'

(21 Dalam hal menghadiri kegiatan diluar daerah dalam Provinsi

Kalimantan selatan yang pelaksana€rnnya dimulai pada Pukul

o9.oo wita atau sebelumnya, Pelaksana sPD dapat

melaksanakan perjalanan dinas dimulai sejak I (satu) hari

sebelumnya'

(6)

ltd
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(1)

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS

DAN SURAT PERINTAH PERJAI.ANAN DINAS

Pasal 17

Datam hal mengajukan SPT perjalanan dinas, SPT Perjalanan

Dinas dilengkapi dengan teleks/radiogram/faksimile/

surat/undangan/izn perjalanan dinas luar negeri/jadwal

kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf

dan/atau permohonal perjalanan dinas, kecuali atas perintah

Bupati baik secara lisan maupun tertulis.

Penandatan ga11ar1 SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah,

ditetapkan sebagai berikut:

a. Bupati dan wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

b. Ketua, Wakil-Wakil Kehra dan Anggota DPRD ditandatangani

oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh wakil Ketua

DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti

setelah mendapatkal pelimpatran kewenangan dari Ketua

DPRD; dan

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat

Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV),

Pejabat Fungsional, dan Pelaksalla, serta PIT dal Pihak

Lain ditandatangani oleh Kepala Perang!<at Daerah yang

bersangkutan.

(3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dafam

provinsi Kalimantan Selatan atau Keluar Provinsi Kalimantart

Selatan, ditetapkan sebagai berikut:

a. Bupati dan wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

b. Ketua, Vtlakil-Iftrakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani

oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh wakil Ketua

DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti

setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua

DPRD;

t2l

/(



-19-

(s)

(6)

c. Pejabat Pimpinan Tingg Pratama (Eselon II), Pejabat

Administrator (Eselon IIIa sebagai Kepala Perangkat Daerah),

dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati atau wakil

Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

d. Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon

fV), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta PIT

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang

bersangkutan; dan

e. Bas Pejabat Pimpinan finggr, Administrasi, dan fungsional

yangmenjalankantugasatasperintahlisanBupati
ditandatangani oleh BuPati.

penandatanganan sPT Perjalanan Dinas Luar Negeri

ditandatangani oleh Bupati berdasarkan Izin Perjalanan Dinas

Luar Negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketenhran

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran.

Pasal 18

Ketentuan mengenai SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dapat dikecualikan untuk:

a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota veteran, Kepala Desa dan

Perangkat Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan'

siswa/Mahasiswa, Atlet, seniman, Masyarakat Perorangan

Berprestasi, dan masyarakat lainnya untrrk menglradiri

r-rndangan Perangkat Daerah dan lainnya dapat digantikan

dengan Surat Undangan; dan

b. perjalanan dinas Narasumber/Tenaga Ahti yang diundang

Perangt<at Daerah dalam rangka membantu pelaksanaan

kegiatan Perangkat Daerah dapat digantikan dengan surat

permohonan yang menyebutkan bahwa komponen biaya

perjalanan dinas ditanggung oleh Peralg!<at Daerah pelaksana'



(1)

(2)

(3)

(41

(s)
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BAB TV

PERJALANAN DINAS DA].AM DAERAH

Pasd t9

Pelaksana sPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam

daerah diberikan uang harian dan biaya transportasi bagi yang

bukan pemegang kendaraan dinas atau bagr yang tidak

menggunakan kendaraan dinas operasional kantor'

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat

diberikan kepada Pelaksana sPD pemegang kendaraan dinas

atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor

apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lag

dengan kendaraan dinas.

Biaya transportasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata j"rak yang

ditempuh (Perg-Pulang).

Biaya transportasi bagi yalg menggunakan kendaraan dinas

operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan bempa bantuas bahan bakar minyak sesuai dengan

biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergr-pulang).

Pasal 2O

(1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana sPD dari

Kecamatan ke Desa-Desa/Kelurahan di wilayahnya atau

sebaliknya diberikan uang harian dan biaya transportasi bagi

yangbukanpemegangkendaraandinasataubagiyangtidak

menggunakan kendaraan dinas operasional kantor.

(21 Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan 5o% (lima puluh persen) dari besaran uang harian

antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t9 ayat

(21 yurgditetapkan dengan Keputusan Bupati'
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(s) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada Pelaksana SPD pemegang kendaraan dinas

atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor

apabila tempat tqjuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagt

dengan kendaraan dinas-

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yffrg

ditempuh (pergr-Pu1*g) .

Biaya tralsportasi bagi pemegang kendaraan dinas atau yang

menggunakan kendaraan dinas operasional kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan bahan bakar

minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jrrak yang

ditempuh (pergr-Pulang).

Pasal 21

(1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh

Pelaksana SPD yang bertugas di Inspektorat Daerah dalam

rangka pengasrasan dan pemeriksaan diberikan biaya khusus

uang harian dan biaya transportasi bagi ya/rg bukan pemegang

kendaraan d.inas atau bagi yang tidak menggunakan kendaraan

dinas operasional kantor.

(21 Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan sesuai besaran yarlg ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada Pelaksana SPD pemegang kendaraan dinas

atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor

apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagt

dengan kendaraan dinas .

(4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebuhrhan nyata jarak yang

ditempuh (Pergr-Pulang) .

(4)

(s)



(5)

(1)

(2)

(3)

Biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan dinas

operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan

biaya riil kebutuhan nyata jarakyang ditempuh (pergi-pulang).

Pasal 22

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi

Bupati/wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yan;g

melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsinya diberikan uang harian tanpa

diberikan biaYa transPortasi.

Besarrrya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan sesuai besaran yang ditetapkan ddam Keputusan

Bupati.

Pelaksana sPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan biaya transportasi apabila tempat tujuan aktrirnya

tidak dapat ditempuh lagi dengan kendaraan dinas'

Pasal 23

(l) Basr Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota veteran,

Kelompok Tani, Murid Teladan, siswa/Mahasiswa, Kepala Desa

dan Perangkat Desa, Atlet, seniman, Masyarakat Perorangan

Berprestasi, dan masyarakat lainnya yang melaksanakan

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

menghadiri/mengikuti undalgan kegiatan Perangkat Daerah

yang bersifat ktrusus seperti kegiatan sosialisasi/workshop/

pelatihan/bimbingan teknis/dan sejenisnya, upacity bttilding,

koordinasi/rapat/pertemuan, mengtradiri silaturratrmi ulama

dan tokoh masyarakat dengan umara, menghadiri Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia, menghadiri Hari Pahlawan,

menglradiri Hari Jadi Kabupaten Tapin dan mengikuti kegiatan

khusus lainnya di Ibu Kota Kabupaten Tapin (Kota Rantau) atau

di Kecamatan, diberikan biaya khusus uang harian'

r{
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(21 Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai besara:r yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

BAB V

PERJAI"ANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagran Kesatu

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal24

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah

dalam Provinsi Kalimantan selatan diberikal uang harian, uang

representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan'

Pasal 25

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati'

Pasal 26

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, wakil Bupati, Ketua

DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat

Pimpinan Tingg Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan

Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan

uang representasi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.
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Pasal 27

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

meliputi:

a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

atau kendaraan dinas operasional dari tempat kedudukan

sampai ke tempat firjuan (pergr-pulang) atau ke bandara di

terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa

bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil

kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran

banttran bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang

ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

b. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

darat dari dari tempat kedudukan sampai ke tempat

tujuan/hotel/tempatmenginaplainnya(pergr-pulang)atau
ke bandara di terminal keberangkatan (pergr-pulang),

dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebuhrhan nyata jarak

yang ditempuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

BuPati;

c. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

arr (kapat penyeberangan dan sejenisnya) dari

pelabuhan/terminal keberangkatan sampai

pelabuhan/terminal kedatangan (perg-pul*g), dibayarkan

sesuai dengan biaYa riil;

d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke

Bandara/Pelabuhan di terminal keberang[atan (perg-

pulang), dan menjemput dari tempat kedudukan sampai

Bandara/Pelabuhan di terminal kedatangan (pergr-pulang),

diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai

dengan biaya riil kebututran nyata jarrk yang ditempuh

sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan

sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati;
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e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan

terminal kedatangan (petgr-pulang), dengan ketentuan

Pelaksana sPD yang rnenjabat sebagai Bupati, wakil Bupati,

dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis dan

PelaksanaSPDyangmenjabatsebagaiAnggotaDPRD/
PNS/PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi,

dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

umum darat dari bandara terminal kedatangan sampai ke

tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (perg-

pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

g.biayatransportasidenganmenggunakansewakendaraan
dari bandara (terminat kedatangan) sampai ke Kotaltempat

tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat

menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada di

kota tujuan, harrya diperkenankan khusus bagr Bupati dan

wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil

sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafonl yang

ditetapkan dalam Keputusan Bupati'

(21 Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai

ke tempat hrjuan pergi-pulang (transportasi lokal), dibayarkan

dari komponen uang harian secara lumpsum'

Pasal 28

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan

tertinggi (Besaran Ptafonl yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon

biaya pengrnapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak terrnasuk dalam

komponen biaya perjalanan dina.s yang dipertanggungiawabkan.

(1)

(21



(3)
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Datam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel

atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3Oo/o (tiga

puluh persen) dari batasan tertinggi (Besaran Plafonl biaya

penginapan yang bersanglrutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yang dibayarkan secara lumpsutn dengan melampirkan

surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan.

Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

jumlah hari pedatanEln dinas dikurangi 1 (satu) hari'

Pasal 29

(1) Braya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen

biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia

pengundang.

12) Biaya transportasi untuk menjemput/mengantar jenazah dan

komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam

melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman dibayarkan

sesuai dengan biaYa rill.

Pasal 30

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi

Bupati/wakit Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang

melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi

Kalimantan Selatan dalam rangka menjalankan tugas dan

fungsinya, diberikan uang harian dan biaya penginapan tanpa

diberikan biaya transportasi, kecuali biaya transportasi umum

udara dan biaya transportasi air (kapat penyeberangan dan

sejenisnya).

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

(4)

(1)

(21
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(3) Pelaksana SPD yang rnenjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi

Bupati/wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang

melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi

Kalimantan Selatan dalam rangka mengantar/menjemput

pejabat yang bersangkutan ke bandara atau tempat lain yang

ditenttrkan, diberikan uang harian dengan besarannya sesuai

besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati'

Bagran Kedua

Pedalanan Dinas Luar Daerah

Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 31

pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang

representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan'

Pasal 32

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan

sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua

DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan

Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan

uang representasi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.
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Pasal 34

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,

meliputi:

a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke

Bandara/Pelabuhan di terminal keberangkatan (perg-

pulang) diberikan benrpa bantuan bahan bakar minyak

sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang

ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar

minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam

KePutusan BuPati;

b. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai

BandaralPelabuhan di terminal kedatangan (persl-pulang)

diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai

dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh

sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan

sesuai jrrak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan

BuPati;

c. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat

kedudukan sampai ke BandaralPelabuhan (terminal

keberangkatan) dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan

bempa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya

riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana

besaran bantuan bahan bakar minyak dal sesuai jarak

tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas

atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat

kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat

menginap lainnya dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan

bempa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan btaya

riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana

besaran bantuan bahal bakar minyak dan sesuai jarak

tempuh yxrgditetapkan dalam Keputusan Bupati;
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biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat

tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang)

dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak

yang ditempuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Bupati;

biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

air (kapal penyeberangan dan sejenisnya) dari

pelabuhan/terminal keberangkatan sampai

pelabuhan/terminal kedatangan (pergr-pulang) dibayarkan

sesuai dengan biaYa riil;

biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/pelabuhan

di terminal keberangkatan (perg-pulal1g) dibayarkan sesuai

dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

umum udara/laut dari terminal keberangkatan sampai

dengan terminal kedatangan (pergr-pulmg), dengan

ketentuan Pelaksana sPD yang menjabat sebagai Bupati,

wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan

Kelas Bisnis dan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai

Anggota DPRD/ PNS/PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas

Ekonomi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

braya transportasi dengan menggunakan alat transportasi

umum darat dari bandara/pelabuhan diterminal kedatangan

sampai ke Kota/ tempat tujuan/ tempat pelaksanaan

kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang)

dibayarkan sesuai dengan braya riil; dan

h.

I

lV
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(1)

(21

(3)

j. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan

dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat

tujuan/tempat petaksanaan kegiatan/hotel/tempat

menginap lainnya (pergr-pulang) dan /ataru selama berada di

kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan

wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil

sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafon) yang

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Braya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai

ke tempat tujuan pergr-pulang (transportasi lokal), dibayarkan

dari komponen u€u-rg harian secara lumpsum'

Pasal 35

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan

tertinggi (Besaran Plafon) yang ditetapkan dalam Keputusan

Bupati.

Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon

biaya penginapan yalg ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam

komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungiawabkan.

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel

atau tempat penginapan lainnya, maka kepada y{rg

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3O%o (tiga

puluh persen) dari batasan tertinggi (Besaran Plafonl biaya

penginapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), y{Lgdibayarkan secara lumpsum dengan melampirkan

surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan.

Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

jumlah hari perjafanan dinas dikurangi 1 (satu) hari'
(4)
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(1)

Pasal 36

Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen

biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia

pengundang.

Biaya transportasi untuk menjemput/mengantar jenazah dan

komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam

melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman dibayarkan

sesuai dengan biaYa rill.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 37

(1) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat

keberangiatan keluar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang)

dibayarkan sesuai ketenttran biaya transportasi Pedalanan

Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan selatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34'

(21 Dalam hal kondisi yang menglraruskan Pelaksana SPD untuk

menginap di tempat keberangkatan keluar negeri pada saat

keberangkatan maupun kepulangan, maka Pelaksana sPD

dapat diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya

penginapan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan

Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan selatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35'

(3) Besaran biaya perjalanan dinas dari tempat keberangkatan

keluar negeri ke tempat tr{uan luar negeri dal sebaliknya

(pergi-pulang) menggunakan standar Biaya Perjalanan Dinas

Luar Negeri yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

(21
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BAB VII

PRoSEDURPEMBAYARANBIAYAPERJAI,ANANDINAS

Pasal 38

pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme

uang persediaan dari Kas Perangt<at Daerah atau Kas Organisasi

Semi Pemerintah atau organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 39

pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisrne uang

persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan

dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana sPD yang

melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluraan Pembantu dari uang

persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya, atau

dengan mekanisme pembayaran yang berlaku lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 4O

pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

didasarkan atas permintaan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa

Pengguna Anggaran atau Ketrra organisasi kepada Bendahara

Pengeluaral/ Bendahara Pengeluaral Pembantu dengan dilampiri:

a. teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/tzin perjalanan

dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah

DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjdanan dinas,

kecuali atas perintah lisan Bupati;

b. SPT;

c. SPPD;

d. kuitansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan

e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas'
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Pasal 4l

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O'

maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pelaksana sPD yang

melaksanakan Perj alanan dinas.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PER.IALANAN DINAS

Pasal 42

Biaya pedatranan dinas dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana SPD

ymrg melaksanakan pedalanan d.inas paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan'

Pasal 43

Bahan-batran pertanggungiawaban bag Pelaksana sPD yang

melaksanakan perjalanan dinas meliputi:

a. telek/radiogram/ faksimile/ surat/un dangan I iztn perjalanan dinas

luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah

DPRD/telaahan staf danlatau permohonan perjalanan dinas,

kecuali atas perintah lisan Bupati;

SPT;

SPPD;

laporan hasil pedalanan dinas, kecuali Bupati/wakil Bupati dan

pelaksana sPD lainnya yang mendampingr Bupati/wakil Bupati;

lmitansi perj alanan dinas;

rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uang harian, uang

representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan; dan

bukti pengeluaran yaflg sah dari biaya transportasi dan biaya

penginapan.

b.

c.

d.

e.

f.
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(1)

Pasal 44

Bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, meliputi:

a. nota/lmitansi pembelian bahan bakar minyak harga

pemerintah untuk kendaraan dinas dan kendaraan dinas

operasional roda empat/roda dua atau nota/kuitansi

pembelian bahan bakar minyak dari pedagang eceran bahan

bakar minyak dengan harga eceran tertinggi yang wajar

khusus bagi kendaraal dinas roda dua, sesuai kebutuhan

nyatajarak yang ditempuh pergi-pulang;

b. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi umum darat;

c. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi air;

d. tiket transportasi umum air (kapal penyeberangan dan

sejenisnya);

e. daftar pengeluaran riil biaya transportasi darat, transportasi

umum d.arat, dan transportasi air (apabila bukti

pengeluaran/pembayaran/kwitansi biaya transportasinya

tidak diperoleh);

f. kuitansi/bukti pembayaran biaya sewa kendaraan; dan

g. tiket transportasi umum udara/laut, yang dilampiri dengan

cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, narna,

nomor dan tujual tiket serta waktu keberangkatan Qrint out

bookinqis, boarding pass, airport tax dan retribusi lainnya di

terminal keberangkatan.

Dalam hal Pelaksana SPD kehilangan salah satu boardingpass

keberangkatan atau boardingpass kepulangan, Pelaksana SPD

dihamskan membuat surat pernyataan kehilangan

boardirryposs dengan menyebutkan nomor tiket dan kode

booking serta jadwal keberangkatan/kepulangan sesuai

boardingpor.s$rya yang hilang dimaksud'

(21


